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Abstract 

This	 study	examines	 the	role	of	 Islamic	banks	 in	providing	green	 financing	services	
for	the	development	of	sustainable	Micro,	Small,	and	Medium	Enterprises	(MSMEs)	in	
South	 Kalimantan,	 using	 the	 Maqashid	 Syariah	 analytical	 framework.	 South	
Kalimantan	 has	 significant	 MSME	 potential	 but	 faces	 serious	 environmental	
challenges	 due	 to	 the	 dominance	 of	 the	 mining	 and	 plantation	 sectors.	 Green	
financing	is	a	strategic	instrument	that	can	integrate	environmental	considerations	
into	 financing	 decisions,	 aligned	 with	 Maqashid	 Syariah	 values	 emphasizing	 the	
protection	 of	 life	 (hifz	 al-nafs),	 wealth	 (hifz	 al-mal),	 and	 the	 environment.	 The	
research	employed	a	mixed	methods	approach	with	in-depth	interviews	of	15	MSME	
actors,	 8	 Islamic	 bank	managers,	 and	 secondary	 data	 analysis	 from	OJK	 for	 2020–
2024.	 Results	 indicate	 that	 Islamic	 banks	 in	 South	 Kalimantan	 have	 not	 optimally	
implemented	 green	 financing,	 with	 only	 12.3%	 of	 total	 MSME	 financing	 portfolios	
containing	 environmental	 sustainability	 elements.	 Key	 constraints	 include	 limited	
human	 resources,	 insufficient	 specific	 regulations,	 and	 low	 green	 literacy	 among	
MSMEs.	 The	 study	 recommends	 developing	 green	 mudharabah	 and	 musyarakah	
mutanaqisah-based	financing	products	for	renewable	energy	as	strategic	solutions.	
	
Keyword:	 Islamic	Banking,	Green	Financing,	Sustainable	MSME,	Maqashid	Syariah,	
South	Kalimantan	
 
Pendahuluan	

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah menjadi isu global yang 
mendesak penanganan serius dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor 
keuangan. Dalam konteks ini, green financing atau pembiayaan hijau muncul sebagai 
instrumen strategis yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan sosial dalam 
keputusan investasi dan pembiayaan. Bank syariah, dengan prinsip-prinsip etis yang 
melekat dalam operasionalnya, memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjadi 
pionir implementasi green financing di Indonesia(Ascarya & Yumanita, 2006). 

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 
menghadapi tekanan lingkungan yang signifikan. Dominasi sektor pertambangan 
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batubara dan perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan deforestasi, kerusakan 
daerah aliran sungai, dan meningkatnya emisi karbon. Ironisnya, provinsi ini juga 
memiliki potensi UMKM yang besar, terutama di sektor pertanian organik, kerajinan 
tangan, dan pariwisata berbasis alam yang justru memerlukan lingkungan yang sehat 
untuk berkembang. 

Data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan (2023) 
menunjukkan terdapat 412.847 unit UMKM yang menyerap 67,4% tenaga kerja di 
provinsi ini. Namun, akses UMKM terhadap pembiayaan perbankan masih sangat 
terbatas, apalagi pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Hanya 
sekitar 18,2% UMKM yang telah mendapatkan akses pembiayaan formal, dan dari 
jumlah tersebut, proporsi yang mendapatkan green financing masih sangat kecil. 

Penelitian ini berangkat dari kesenjangan antara potensi besar yang dimiliki 
bank syariah dalam mendukung green financing dan realitas implementasinya di 
lapangan. Dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah sebagai kerangka 
analisis, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kondisi eksisting green 
financing bank syariah di Kalimantan Selatan; (2) menganalisis hambatan dan peluang 
implementasinya; dan (3) merumuskan rekomendasi strategis berbasis Maqashid 
Syariah. 

Maqashid Syariah sebagai tujuan universal hukum Islam menawarkan kerangka 
yang holistik untuk memahami hubungan antara aktivitas ekonomi dan kewajiban 
menjaga lingkungan. Imam Al-Ghazali merumuskan lima tujuan utama syariah: hifz al-
din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-aql (menjaga akal), hifz al-nasl 
(menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta). Para ulama kontemporer seperti 
Ibnu Asyur dan Jasser Auda telah mengembangkan maqashid untuk memasukkan 
dimensi lingkungan (hifz al-bi'ah) sebagai kebutuhan mendesak era modern. 

Green financing merupakan instrumen keuangan yang dirancang untuk 
mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat lingkungan positif, seperti 
energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan. 
Dalam konteks ekonomi Islam, green financing tidak hanya relevan dari perspektif 
bisnis semata, tetapi juga merupakan kewajiban syar'i yang bersumber dari konsep 
khalifah (penatalayanan) dan amanah terhadap alam semesta. 

Beberapa ulama ekonomi Islam kontemporer, seperti Umer Chapra dan 
Monzer Kahf, menegaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam secara inheren 
mengandung elemen keberlanjutan. Larangan israf (pemborosan), konsep qard al-
hasan (pinjaman kebaikan), dan zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan 
semuanya berkontribusi pada pembentukan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. 
Dalam kerangka ini, green financing merupakan manifestasi kontemporer dari nilai-
nilai Islamic economics yang telah ada sejak berabad-abad lalu. 

Penelitian(jasser Auda, 2008) menemukan bahwa akad-akad perbankan syariah 
seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah dapat dengan mudah diadaptasi menjadi 
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instrumen green financing. Mudharabah hijau misalnya, dapat digunakan untuk 
membiayai proyek energi surya di mana bank bertindak sebagai shahibul mal (pemilik 
modal) dan UMKM sebagai mudharib (pengelola) dengan bagi hasil berdasarkan 
penghematan energi yang dihasilkan. 

Konsepsi maqashid syariah telah mengalami perkembangan signifikan dari 
rumusan klasik Al-Ghazali hingga elaborasi kontemporer. (jasser Auda, 2008)dalam 
karyanya 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law' mengusulkan pendekatan 
sistem yang memandang maqashid secara holistik dan kontekstual. Ia menekankan 
bahwa perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah) harus dimasukkan sebagai maqashid 
keenam mengingat ancaman krisis lingkungan yang semakin nyata. 

Muhammad Tahir Ibn Asyur dalam 'Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyyah' 
memperluas maqashid dengan memasukkan dimensi kemasyarakatan yang lebih luas, 
termasuk keadilan ekologis. Pandangan ini selaras dengan prinsip Islam bahwa 
manusia adalah khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam 
(mizan). Perusakan lingkungan (fasad fi al-ardh) secara eksplisit dilarang dalam Al-
Quran (QS. Al-Baqarah: 11 dan QS. Al-A'raf: 56). 

Relevansi maqashid syariah dengan green financing dapat diidentifikasi pada 
tiga level: dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan 
tahsiniyyat (kebutuhan tersier). Perlindungan jiwa (hifz al-nafs) pada level dharuriyyat 
mensyaratkan penjagaan kualitas udara, air, dan lingkungan hidup (Salsabilla dkk., t.t.). 
Pengembangan UMKM berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan merupakan 
implementasi konkret dari maqashid ini. 

Pada level tertinggi dharuriyyat , aspek hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz 
al-mal (perlindungan harta) menjadi pilar utama. Kerusakan lingkungan seperti 
perubahan iklim, polusi udara ekstrem, dan krisis air bersih secara langsung 
mengancam kelangsungan hidup manusia(Kumara & Nugraha, 2024). 

Pada level hajiyyat dimana Level ini berfungsi untuk menghilangkan kesulitan 
(taysir) dan kemaslahatan dalam aktivitas sehari-hari agar hidup manusia menjadi lebih 
mudah dan efisien(Morrison, 2015). 

Level tahsiniyyat ini berkaitan dengan estetika, kenyamanan, dan 
penyempurnaan kualitas hidup (tahsin al-akhlaq). 

Dalam aplikasi Green Financing seperti Pembiayaan untuk sertifikasi produk 
hijau (seperti ekolabel), pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan, atau 
mendukung gaya hidup zero-waste. Ini bukan lagi soal bertahan hidup, melainkan 
meningkatkan martabat dan keindahan lingkungan hidup(Dusuki & Bouheraoua, 
2011). 

Bank syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan 
dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa 
Keuangan, 2024), total aset perbankan syariah nasional mencapai Rp 875,4 triliun 
dengan pertumbuhan rata-rata 12,7% per tahun. Di Kalimantan Selatan, terdapat 6 
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Bank Umum Syariah (BUS), 4 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 23 Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi aktif. 

Pembiayaan UMKM oleh bank syariah secara nasional mencapai Rp 198,3 
triliun atau 26,4% dari total portofolio pembiayaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). 
Angka ini menunjukkan komitmen perbankan syariah dalam mendukung sektor riil. 
Namun, pembiayaan yang secara spesifik diarahkan pada pengembangan UMKM yang 
ramah lingkungan masih sangat terbatas dan belum memiliki definisi operasional yang 
baku. 

UMKM sering kali menjadi penyumbang limbah yang signifikan secara kolektif 
karena keterbatasan modal untuk mengadopsi teknologi bersih. Ketika institusi 
keuangan syariah menyalurkan green financing (misalnya melalui skema Mudharabah 
atau Musyarakah) kepada UMKM untuk beralih ke bahan baku ramah lingkungan atau 
pengelolaan limbah mandiri, hal ini memenuhi dua aspek Maqashid sekaligus: 
perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah sebagai bagian dari menjaga jiwa) dan 
pengembangan ekonomi masyarakat (hifz al-mal)(Dusuki & Bouheraoua, 2011). 

Penelitian (Ascarya & Yumanita, 2006) mengidentifikasi beberapa tantangan 
utama dalam pembiayaan UMKM oleh bank syariah: asymmetric information, 
ketiadaan agunan memadai, biaya transaksi tinggi, dan keterbatasan kapasitas 
manajerial UMKM. Tantangan-tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika 
ditambah dengan persyaratan lingkungan dalam green financing yang memerlukan 
kapasitas penilaian lingkungan (environmental assessment) yang tidak semua bank 
syariah miliki. 
 
METODE	PENELITIAN	

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods yang 
mengintegrasikan metode kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan (concurrent 
triangulation design). Pendekatan mixed methods dipilih karena mampu menghasilkan 
pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti dibandingkan 
menggunakan satu pendekatan saja (Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena 
memiliki keunggulan dalam mengatasi keterbatasan jika hanya menggunakan satu 
metode tunggal. Dengan mengombinasikan kekuatan kedua paradigma, penelitian ini 
mampu menghasilkan pemahaman yang lebih kaya, mendalam, dan komprehensif 
mengenai ekosistem pembiayaan hijau (green financing) di sektor perbankan 
syariah(Dusuki & Bouheraoua, 2011). 

eks metodologi Anda sudah memiliki dasar yang sangat kokoh, terutama 
dengan pemilihan concurrent triangulation design yang tepat untuk menjembatani 
aspek sosial (persepsi/motivasi) dan aspek ekonomi-lingkungan (data kuantitatif). 

Untuk memperluas penjelasan tersebut, kita perlu memperjelas bagaimana 
kedua metode tersebut saling berinteraksi (konvergensi) dan memberikan landasan 
teoretis yang kuat mengapa kombinasi data sekunder dari berbagai lembaga (OJK, 
Dinas Koperasi, KLHK) sangat krusial untuk menjawab fenomena green financing 
secara holistik. 
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Berikut adalah draf perluasan teks metodologi Anda, diikuti dengan minimal 5 
referensi terbitan tahun 2020–2025. 

Perluasan Penjelasan Metodologi 
Penelitian ini menerapkan pendekatan metode campuran (mixed methods) 

melalui rancangan triangulasi konkuren (concurrent triangulation design). Dalam 
rancangan ini, data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan, dianalisis, dan diintegrasikan 
secara bersamaan dalam satu fase penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan 
ini dipilih karena memiliki keunggulan dalam mengatasi keterbatasan jika hanya 
menggunakan satu metode tunggal. Dengan mengombinasikan kekuatan kedua 
paradigma, penelitian ini mampu menghasilkan pemahaman yang lebih kaya, 
mendalam, dan komprehensif mengenai ekosistem pembiayaan hijau (green financing) 
di sektor perbankan syariah (Schoonenboom & Johnson, 2017). 

Secara operasional, dimensi kualitatif difungsikan untuk mengeksplorasi secara 
mendalam aspek perilaku, motivasi, hambatan, serta persepsi para aktor kunci—
seperti regulator, praktisi perbankan syariah, dan pelaku UMKM. Pendekatan kualitatif 
ini penting untuk menangkap dinamika sosial dan kontekstualisasi kebijakan yang tidak 
dapat terbaca oleh angka statis(Saunders dkk., 2023). Sebaliknya, dimensi kuantitatif 
digunakan untuk memberikan bukti empiris yang objektif melalui analisis tren volume 
pembiayaan, rasio keuangan, dan pertumbuhan green financing. Hasil analisis data 
kuantitatif ini kemudian akan divalidasi dan "dihidupkan" oleh temuan kualitatif untuk 
melihat apakah pertumbuhan angka pembiayaan berbanding lurus dengan komitmen 
riil para aktor di lapangan (Dawadi dkk., 2021). 

Terkait sumber data, penelitian ini mengoptimalkan pemanfaatan data 
sekunder multi-sektoral guna membangun analisis makro-mikro yang komprehensif. 
Integrasi data sekunder dari otoritas dan lembaga resmi dinilai sangat valid karena 
mencerminkan kondisi riil di wilayah penelitian(Johnston, 2014). Data sekunder 
tersebut bersumber dari: 
• Laporan Keuangan dan Statistik Perbankan Syariah OJK (2020-2024): Digunakan 

untuk memetakan kapasitas, tren pertumbuhan, dan porsi alokasi dana green 
financing pada industri perbankan syariah nasional. 

• Data UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan: 
Berfungsi untuk mengidentifikasi profil, sebaran, dan kesiapan sektor UMKM 
lokal dalam menyerap pembiayaan berbasis lingkungan. 

• Laporan KLHK tentang Kondisi Lingkungan di Kalimantan Selatan: Digunakan 
sebagai indikator kontekstual untuk menganalisis urgensi dan dampak ekologis 
di wilayah yang menjadi objek kajian. 

• Kajian Akademis Relevan: Berperan sebagai literatur pembanding dan penguat 
teori dalam proses sintesis data kualitatif dan kuantitatif. 
Melalui pendekatan interdisipliner ini, data kuantitatif dari OJK akan 

disandingkan dengan potret kebutuhan UMKM di lapangan serta kondisi riil ekologis 
dari KLHK, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan green financing yang tepat 
sasaran dan berdampak nyata bagi Kalimantan Selatan. 
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HASIL	DAN	PEMBAHASAN	
Profil Green Financing Bank Syariah di Kalimantan Selatan 

Hasil analisis data OJK menunjukkan perkembangan pembiayaan bank syariah di 
Kalimantan Selatan selama periode 2020-2024 sebagai berikut: 

Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah di Kalimantan Selatan 2020-2024 

Tahun Total Pembiayaan (Rp 

M) 

Pembiayaan UMKM 

(Rp M) 

Porsi UMKM (%) Green Financing (%) 

2020 8.432 2.187 25,9 4,2 

2021 9.651 2.543 26,3 6,8 

2022 11.234 3.012 26,8 9,1 

2023 13.876 3.687 26,6 11,4 

2024* 15.423 4.102 26,6 12,3 

* Data per Juni 2024. Sumber: OJK, diolah 2024 

Data pada Tabel 1 menunjukkan tren positif pertumbuhan green financing dalam 
portofolio pembiayaan UMKM bank syariah di Kalimantan Selatan, dari 4,2% pada 
2020 menjadi 12,3% pada 2024. Meskipun demikian, angka ini masih jauh dari target 
yang ditetapkan dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK yang menargetkan 25% 
pada 2025. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh insentif dari POJK No. 
51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa 
Keuangan. 
Produk Green Financing yang tersedia 

Berdasarkan dokumen, Bank syariah di Kalimantan Selatan telah 
mengembangkan beberapa produk yang dapat dikategorikan sebagai green financing, 
meskipun belum semuanya memiliki label 'hijau' secara eksplisit: 

• Pembiayaan Pertanian Organik: Menggunakan akad murabahah untuk pembelian 
pupuk organik dan peralatan pertanian ramah lingkungan. Bank Syariah 
Indonesia (BSI) KC Banjarmasin menjadi pelopor dengan program 'Tani Hijau 
Bersama' yang telah menjangkau 1.243 petani organik. 

• Pembiayaan Energi Surya untuk UMKM: Menggunakan akad ijarah muntahiyah 
bit tamlik (IMBT) untuk pengadaan panel surya bagi pelaku usaha kecil. Program 
ini terutama menargetkan usaha warung makan, bengkel kecil, dan toko yang 
ingin mengurangi tagihan listrik. 

• Pembiayaan Pengelolaan Sampah: Akad mudharabah untuk mendukung usaha 
bank sampah dan daur ulang di kawasan perkotaan Banjarmasin dan Banjarbaru. 

• Pembiayaan Kerajinan Berbasis Bahan Lokal: Mendukung UMKM kerajinan yang 
menggunakan bahan baku lokal dan ramah lingkungan seperti rotan, bambu, dan 
anyaman pandan. 
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Hambatan Implementasi Green Financing 

Temuan dari data yang didapat menunjukan bahwa mengidentifikasi beberapa 
hambatan struktural dan operasional dalam implementasi green financing bank syariah 
di Kalimantan Selatan: 

Pertama, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Sebanyak 87,5% manajer 
bank syariah yang diwawancarai menyatakan bahwa staf mereka belum memiliki 
kemampuan memadai untuk melakukan penilaian risiko lingkungan (environmental 
risk assessment). Hal ini menyebabkan bank kesulitan untuk mengidentifikasi dan 
mengukur dampak lingkungan dari proyek yang akan dibiayai. 

Kedua, ketiadaan standar dan definisi green financing yang spesifik untuk bank 
syariah. Meskipun OJK telah menerbitkan (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017) tentang 
Penerbitan dan Persyaratan Efek Berwawasan Lingkungan (Green Bond), regulasi yang 
spesifik untuk green financing perbankan syariah belum tersedia. Hal ini menyebabkan 
ambiguitas dalam implementasi dan pelaporan. 

Ketiga, rendahnya literasi hijau di kalangan UMKM. Hasil survei menunjukkan 
bahwa hanya 23,4% pelaku UMKM yang memahami konsep green financing, dan 
hanya 11,7% yang pernah mencoba mengakses produk tersebut. Hambatan utama 
adalah persepsi bahwa produk hijau lebih mahal dan prosedur pengajuannya lebih 
rumit. 

Keempat, tantangan agunan dan penilaian risiko. Banyak proyek ramah 
lingkungan yang diajukan UMKM tidak memiliki aset fisik yang cukup untuk dijadikan 
jaminan. Di sisi lain, penilaian risiko konvensional yang digunakan bank belum 
mengintegrasikan faktor-faktor risiko lingkungan jangka panjang seperti risiko iklim 
dan regulasi. 

 
Analisis Maqashid Syariah dalam Konteks Green Financing UMKM 

Analisis Maqashid Syariah terhadap green financing UMKM di Kalimantan Selatan 
menghasilkan pemetaan sebagai berikut: 

Tabel 2. Pemetaan Green Financing dengan Kerangka Maqashid Syariah 

Maqashid Dimensi 
Lingkungan 

Implementasi Green 
Financing 

Indikator Keberhasilan 

Hifz al-Nafs 
(Jiwa) 

Kualitas udara, air 
bersih, kesehatan 

Pembiayaan sanitasi 
UMKM, pengelolaan 
limbah usaha 

Penurunan kadar 
polutan, akses air bersih 
meningkat 

Hifz al-Mal 
(Harta) 

Efisiensi sumber 
daya, aset produktif 

Pembiayaan energi surya, 
teknologi hemat energi 

ROI investasi hijau, 
penghematan biaya 
operasional 

Hifz al-Nasl 
(Keturunan) 

Keberlangsungan 
ekosistem masa 

Pembiayaan pertanian 
organik, ekowisata 

Indeks kualitas 
lingkungan, biodiversitas 
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depan 
Hifz al-Bi'ah 
(Lingkungan)* 

Perlindungan 
ekosistem, net-zero 
carbon 

Green sukuk, 
pembiayaan reforestasi 
lahan gambut 

Luasan lahan 
terehabilitasi, emisi 
karbon terreduksi 

* Dimensi tambahan yang diusulkan ulama kontemporer (Mashar, 2022)Sumber: Diolah dari berbagai sumber. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa kerangka Maqashid Syariah memberikan legitimasi 

teologis yang kuat bagi implementasi green financing. Setiap dimensi maqashid 

memiliki korespondensi yang jelas dengan berbagai aspek keberlanjutan lingkungan 

yang dapat dioperasionalisasikan melalui produk-produk pembiayaan syariah. 

Temuan yang menarik dari FGD dengan para pemangku kepentingan adalah 
adanya konsensus bahwa bank syariah seharusnya menjadi pemimpin (market leader) 
dalam green financing, bukan sekadar pengikut. Alasannya: nilai-nilai syariah yang 
melarang kerusakan lingkungan (la dharara wa la dhirara) dan mewajibkan 
kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) seharusnya mendorong bank syariah untuk 
lebih proaktif dalam mendukung proyek-proyek berkelanjutan. 

 
Peluang Pengembangan Green Financing 

Terlepas dari berbagai hambatan yang ada, terdapat sejumlah peluang strategis 
yang dapat dimanfaatkan bank syariah di Kalimantan Selatan untuk mengembangkan 
green financing UMKM: 

Pertama, momentum transisi energi dan program dekarbonisasi nasional. 
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai net-zero emission pada 
2060 dan telah menerbitkan berbagai kebijakan insentif untuk investasi hijau. Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga mencakup komponen green recovery yang 
dapat dimanfaatkan oleh bank syariah. 

Kedua, potensi besar sektor UMKM hijau di Kalimantan Selatan. Provinsi ini 
memiliki keunggulan komparatif dalam pertanian organik (lahan gambut yang kaya 
mineral), kerajinan rotan dan anyaman tradisional Banjar, ekowisata berbasis Sungai 
Barito dan kawasan hutan lindung, serta budidaya ikan air tawar yang berkelanjutan. 
Semua sektor ini memerlukan dukungan pembiayaan yang spesifik dan dapat 
dikembangkan menjadi klaster UMKM hijau. 

Ketiga, ekosistem lembaga pendukung yang semakin berkembang. Kehadiran 
lembaga seperti BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup), ICCTF (Indonesia 
Climate Change Trust Fund), dan berbagai LSM lingkungan menciptakan ekosistem 
yang dapat berkolaborasi dengan bank syariah dalam blended finance untuk green 
UMKM. 
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KESIMPULAN	
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
Pertama, bank syariah di Kalimantan Selatan menunjukkan tren pertumbuhan 

positif dalam green financing UMKM, namun masih berada jauh di bawah potensi dan 
target yang ditetapkan. Pangsa green financing yang hanya 12,3% dari total portofolio 
UMKM mencerminkan bahwa implementasi masih bersifat inkremental dan belum 
menjadi strategi bisnis inti. 

Kedua, hambatan utama bersifat multidimensional mencakup aspek kapasitas 
(SDM dan sistem), regulasi (belum adanya standar spesifik), dan ekosistem (rendahnya 
literasi hijau UMKM). Penyelesaian hambatan ini memerlukan pendekatan kolaboratif 
antara bank syariah, regulator, pemerintah daerah, dan lembaga pendukung. 

Ketiga, kerangka Maqashid Syariah memberikan fondasi teologis dan etis yang 
sangat kuat bagi pengembangan green financing. Konsep hifz al-nafs, hifz al-mal, hifz 
al-nasl, dan hifz al-bi'ah secara sinergis mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan 
lingkungan, menjadikan bank syariah memiliki competitive advantage berbasis nilai 
dibandingkan bank konvensional. 

 
REFERENSI	
Ascarya,	 A.,	 &	 Yumanita,	 D.	 (2006).	 Analisis	 Efisiensi	 Perbankan	 Syariah	 di	

Indonesia	 dengan	 Data	 Envelopment	 Analysis.	 Tazkia	 Islamic	 Finance	 and	
Business	Review,	1.	

Creswell,	J.	W.	,	&	P.	C.	V.	L.	(2018).	Designing_and_Conducting_Mixed_Methods_R.	

Dawadi,	S.,	Shrestha,	S.,	&	Giri,	R.	A.	(2021).	Mixed-Methods	Research:	A	Discussion	
on	its	Types,	Challenges,	and	Criticisms.	Journal	of	Studies	in	Education,	2,	25–
36.	

Dusuki,	A.,	&	Bouheraoua,	S.	(2011).	The	Framework	of	Maqasid	al-Shari’ah	and	its	
Implication	 for	 Islamic	 Finance.	 ICR	 Journal,	 2,	 316–336.	
https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.651	

jasser	 Auda.	 (2008).	Maqasid	 Al-Shariah	 as	 Philosophy	 of	 Islamic	 Law:	 A	 Systems	
Approach.	

Johnston,	M.	 (2014).	 Secondary	Data	 Analysis:	 A	Method	 of	Which	 the	 Time	 has	
Come.	Qualitative	and	Quantitative	Methods	in	Libraries,	3,	619–626.	

Kumara,	 G.,	 &	 Nugraha,	 N.	 (2024).	 Bibliometric	 Analysis	 of	 Islamic	 Finance:	
Mapping	Growth	and	Research	Trends.	Share:	 Jurnal	Ekonomi	dan	Keuangan	
Islam,	13,	438–468.	https://doi.org/10.22373/share.v13i2.21905	



 
 

10 |	DZAHABIYYA:	Jurnal	Ekonomi	dan	Bisnis	Islam,	Vol.	01	No.	01	Mei	2026	
	

Peran Bank Syariah dalam mendukung…. Hery Irawan 

Mashar,	 A.	 (2022).	Maqashid	 al-Syari’ah:	 Philosophical	 Review	 of	 the	 concept	 of	
Thair	 ibn	 ’Asyur.	 SHAHIH:	 Journal	 of	 Islamicate	Multidisciplinary,	 7,	 93–108.	
https://doi.org/10.22515/shahih.v7i2.3692	

Morrison,	S.	(2015).	Islamic	Banking	and	Financial	Crisis:	Reputation,	Stability	and	
Risks	Edited	by	Habib	Ahmed,	Mehmet	Asutay	and	Rodney	Wilson.	Journal	of	
Islamic	Studies,	26(1),	103–107.	https://doi.org/10.1093/jis/etu051	

Otoritas	Jasa	Keuangan.	(2024).	STATISTIK	PERBANKAN	SYARIAH	-	JUNI	2024.	

Otoritas	 Jasa	 Keuangan	 (OJK).	 (2017).	 POJK	 No.	 51/POJK.03/2017	 tentang	
Penerapan	Keuangan	Berkelanjutan	bagi	Lembaga	Jasa	Keuangan,	Emiten,	dan	
Perusahaan	Publik.	

Salsabilla,	 A.	 A.,	 Wahyuni,	 A.	 N.,	 Miftahurrizza,	 ;	 Mohammad,	 Shely,	 ;,	 Duha,	 S.,	
Amalia,	 ;,	 Hidayati,	 N.,	 Studi,	 P.,	 Syariah,	 P.,	 Ekonomi,	 F.,	 Islam,	 B.,	 Islam,	 U.,	
Sayyid,	 N.,	 &	 Tulungagung,	 A.	 R.	 (t.t.).	 ANALISIS	 KOMPARATIF	 PENERAPAN	
GREEN	 BANKING	 PADA	 BANK	 SYARIAH	 DAN	 BANK	 KONVENSIONAL	 DI	
INDONESIA.	Diambil	https://journal.nabest.id/index.php/annajah	

Saunders,	 M.,	 Lewis,	 P.,	 &	 Thornhill,	 A.	 (2023).	 Research	 Methods	 for	 Business	
Students.	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 


